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ABSTRAK 

Fitriani Adam, 941417049 2021. “Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo”. Program S1 Administrasi 

Publik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo dengan 

Pembimbing I Dr. Yanti Aneta, S.Pd, M.Si dan Pembimbing II Dr. Sri Yulianty 

Mozin, ST.,MPA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses Implementasi Kebijakan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dan (2) Faktor-

faktor penentu keberhasilan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota 

Gorontalo dilihat dari beberapa aspek (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) 

Disposisi, (d) Struktur Birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan sumber data yang dilakukan melalui wawancara 

mendalam kepada informan. 

Temuan hasil penelitian menujukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo baik perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada umumnya sudah terlaksana namun belum 

optimal. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi 

penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan 

realisasi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanankan 

dalam rencana tahunan.  Pada tahap monitoring dan evaluasi sudah dilakukan melalui 

rapat akan tetapi belum menunjukkan kesesuaian antara capaian pelaksana dengan 

apa yang di targetkan dalam perencanaan.Faktor-faktor yang menetukan keberhasilan 

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yang 

meliputi komunikasi dan sikap pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik. 

Sedangkan untuk sumber daya baik keterbatasan jumlah sumber daya manusia, 

anggaran, fasiltas masih terbatas dan juga struktur birokrasi yang belum ada SOP atau  

kurang jelas. 

 

Kata kunci :  Implementasi, Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, 

meningkatkan PAD 




